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PENERAPAN SYARPAH ISLAM DALAM HUXKUM NASIONAL
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

ABSTRAK

Hukim  merupokan seperanghal  percturan yang  diciptukun
unituk  mengatue  ketertiban  datam  kehidupan  masyardahal,
ffekiifitas hukune di tengah masyarakal senoniiaso dipengaruhi
aleh peratwran perundang-undangan, pencgokkan ofeh apoarat
Ridcim dun kesadaran hukum masyarakat, Ketiga kompoien
tersehut frarys berjalan secara  stimulan  dafom  ranghka
pembangunan hukum nasional demi tercapainva keieriiban dan
keaditan datum masyarakat. Olch karena itu, hukum yang eksis
direngah masyarokar hares memilik jiva, niloi-nifai dan
prorasetan don pondongen mikum masyvarakar tersehu,

Kata kunch @ Flukum dan Masyarakat

A. PENDAYIULUAN

Krisis moneter yang melanda Indencsia scjak tabun 1997 sampai sekarang
mempunyai dampak yang luas dalam berbagai bidang kehidupan di tanah air.
Salah satunya adalah krisis hukuin, yang diawali oleh para birokrat yang menodai
¢iira hukum kita, lronisnya, sebagian masyarakat meniru atau bertindak sebagai
mana para pevnimpinnya, Setetah suara reformasi didengungkan dengan harapan
membawa kehidupan yang cerah dalam bidang hukum. Namun fenomena
 mataknya korupsi, kolusi dan nepolisme menambah ke segala bidang, perbuatan
main hakim sendiri, pelanpgaran HAM mengindikagikan betapa lemahnya
penegakkan hukum di negeri ini.

Fenromena terjadinya kaus kasus yang berkaitan dengan bukum dapat
dijadikan tolak ukur sampai sejauh manta éksistensi hukum di Indonesia. Yany
jelas saat ini masyacakat semakin pandai dan sadar bahwa mereka vidaka mau
dibodohi lagi oleh penjajah pribumi (birokrat) melaiui bidang hukum yang

sloganisir dan tidak jarang dipolinsir. Disatu pihak kesadaran hukum masyarakat
!



terutama era orde baru secara lahiriah taat Yan patuh menjalankan hukum yang
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terkesan “angker” Jewalt pamor sang penguasa. ‘Dipihak lain, penguasa
menerapkan pendekatan militeristik sehingga berhasil meminimalisir oknum-
oknum tingkat bawah hahkan massa terhadap pelangparan hokum. Kendatipun
demikian, pelanggaran hukum ditingkat elit begitu marak diberitakan lewat media
massa s;hingga terjadi ketidak seimbangan {unbalancing) dan Kesenjangan 1gap)
antar kesadaran pemerintah dan masyarakat. Kaitannva  dengan  hal gy,
ketidakadilan dan kepastian hukum yang dirasgkan micim bahkan udak ada
sehingga memmbulkan berbagai macam ckspresi ketidakpuasan batk secarp
iﬁdividua‘s maupun kelektif untuk meneniang diskniminasi, kemunafikan dan
ketidakadiolan vang ujung-ujungnya mengarah pada isu dissintregasi bangsa,

Sehubungan dengan kondisi hukem di Indonesia yang suram dan tidak
berdaya muncul ide sebagian masyarakat unfuk memberlakukan syari’at Islam
sebagai alternatif mengisi pembangunan hukum, ldealisme semacant it berangkat
dari reality bahwa masyarakat Indonesia delapan pulub persen adalabh beragama
Islam dan syari’at Islam merupakan pedoman hidup yang sederhana dan lengkap
bagi umat Islam sehingge kesadaran hukum masyarakat bisa tumbuh dari bawah
maupun dari afas {penguasal. Akan tetapi idealisme semacam ifu bertabrakan
dengpan kondisi negara Indonesia yang memang sejak awal berdirinya berideologi -
Pancasila dungan komposisi masyarakat yang plural. Dan tidak kalah pentingnya,
pembangunan  hukem  bukaniah pekerjaan  yang  mudab  karena  harus
memperhatikan dan mempertimbangkan struktur, kuitur, dan visi serta misi dari
hukum yang akan diterapksn tersebut. itu merupakan permasalaban yang tidak
mudah umuk dicarikan solusinya. Tetapi pemberlakuan syarn’at [slam juga tidak
bisa disalahkan sepenubtiya sebagai upaya aiternatif pembangunan hukum
nasfonal.

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahannya adalab bagaimana cara
mentransformasikan syari'at lslam yang universal itu kedalam tata hukum
nasional yang notabenenys bersumber dari Pancasila dan UUD 19457,

B. PEMBAHASAN

I. URGENSI REFORMAS! HUKUM
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Datan perspektf psikologi, hukum merupakan tata (orde) yang
dapat menjembatani antara tendensi egois dan tendensi sosial. Semakin
kompleks sugiu masyarakt dibutubkan pula hukum yang bhandal uniuk
menciptakan  sistem  masyarakat yang adil dan damai. Dewasa ini
dikehendaki reformass hukum & Indonesia vang disebabkan oleh
beberapatial. Pertama dan merupakan yang terpenting adalah adanya
perasaan yang meluas bahwa hukum tidak menjalaminkan fungsinya dengan
baik. Mestinya hokum tu mendaangkan keadilan dan ketervban, tetap
kenyataannya tidak, Jadi konteksnya adalah praktik hukum. Apabila ki
mengikuti dan menelaah berita-berita di media massa misaluya, dapat kia
catat sgiumlah (tidak kecil ') data- putusan-puivsan penpadilan yang
memengkan pemerintah didalam sengketa “pemeriniah versus rakvat™

Yaog keduz adalab pada paradigma hukum atay cara pandang yang
selama ini mendasan prakték furisprudence kita. Pardigma posititisme yang
selama ini menjadi “kaca mata” kita dalam membaca hukum barangkali
sudah kehilangan relevansinya dalam menjawab masalah-masalah hukum
saat ini. Akibatnya, kiﬁ memberikan jawaban dan solusi yang keliru pula
(legalist fallacy)’ |

Setidaknya laktor-fakior ilulah yang mewarpai dumia hukum di
Indonesia, yang memarginalkan das scin-das sollen baik ditingkat struktural
maupun  infrastrukiuralnya  schingga  hukum  benar-benar  kehilangan
mmnany-ﬁ sebagal institusi keadilan, Oieh karena itu, urgen dilakukan
reformasi dibidang hukum secara total, bailk pada peraturanperundang-
undangan, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Akan tetapi kita tidak bisa menutup mata sejarah perkembangan
hukum di indonesia, yang mana pamadigma positivisme masuk lewal
kolonisasi Belanda yang mendominasi kajian hukum oleh para academic

jurist dan profesional dalam menpintepretasikan hukum. Konsekuensi logis

! Artikcel Erof, B Sﬁr_;lpm Rehardic, SH, Keluasan Reformasi Hukun di ambil dari bulae
m:nu;u Indosiesia haru, ed: Muza Kazhim, Pustaka Hidayah, 1998, him 203



dari adanya corak paradigma positivisme tersebut Mau tidak mau
dikembangkan dan di aplikasikan secara absolut dalam memandang atan
membaca realitas. Inilah wacana yang belakangan sanpat populer yang
dilontarkan dan diserokan oleh para pihak yang proaktif menegakkan
kembali suptemasi hukum atau the rule of law. Artinya hukum harus

. kembali keposisinya yang netral dan otonom },rang'tidak iagi dikooptasi pleh
pemegang kekuasaan negata yang selama rezim orde baru dianggap sebagai
biang keroknya.

Paradigma memiliki kedudukan paling sentral dalam iimu
pengetahuan’. Kalau kita mengacy kepada teori revolusi pengetahuan
Thomas Khun, menunjukkan batiwa paradigma yang digunakan dalam studi
hukum disini, yakm pavadigma positifisme tidak pernah mengalami apa
yang disebut oleh khun sebagai “anomaly”. Keadaan i menjelaskan
mengapa tidak muncul School (alitan) baru yang memberi paradigma yang
lain padﬁ studi hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemikiran
roberto M Unger untuk mengupayakan rekonsiruksi terhadap wacana atau
konsepsi hukum dan praktek politik liberal®.

2. POTENSI PEMBUDAYAAN SYARI'AT 1SLAM :  SUATU
PENDEKATAN BARU

Schagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum yang kita miliki
sckarang adalah hukum warisan kolonial Belanda. Sebagai dammpak
kolonisasi yang waktu itu bangsa Indonesia belum memiliki tatanan hukum
nasional {(kodifikesi hukum), Realitas tersebut dibenackan aleh UUD 1945
pasal 11 Reraturan Peraiihan. Jujur saja, hukum positif yang sebagan besar
masib eksis tidak bersumber dari pandangan dan jiwé bangsa Indonesia,
Ironisnya, fakta hukum material yang antagonis tersebut serkan dipaksakan
aplikasinya oleh penguasa opportunis yang skibatnva hukum hdak lagi
berfungsi menegakkan keadilan dan kedamainn tapi menguntungkan satu

-r—

? artikel Ifdhel Kasim, Aembeboaskan Muden,: Wacana Gerakan Studi Hukum Kritis,
Insist Press, 2000, hlm 3
* 1fdhal Kasin, op. Cit, hlm 5
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pihak saja. Maka watar timbul hipotesis untuk menciptakan suatu sistem
hukum yang benar-benar sesuai dengan jiwa seluruh bangsa Indonesia,
Trulah kbmitmen kita semua (bangsa Indoniesia) sehagat satu-satunya jalan
yang mungkin lopis dan representatif untuk mengakhiri nostalgia hukum’
positif tersebut.

Unituk mencart solusi atas problem diatas memang sulit karena ada
korelasinya dengan struktur, knlur dan visi seria misi hukum yang harus
dicapai. Akan tetapi, kita bisa mengangkat syari’at Isiam untuk dipogisikan
sebagai pioneer dalam upaya pembangunan hukum nasionsl. Eksistensi
syari’at Islam di Indonesia memiliki dua potensi yaitu potensi internal dan
eksternal; yakni®:

I. Sistem Peraturan Perun&ang—undangan Nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum
yang berlaku i Indonesia, tetap membuka adanya kemungkinao
penyusupan dan penerimaan hukum agama kedalamn hukom nasional, 11al
ini tampak terlihal pada silz pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha
Esa, dan pasal 26 UUD 1945 vang berbl:myi: |
I Megara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2 Negara smenjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya imtuk memeluk
dgamatiya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaatinya itu.
2. Potensi Penduduk Indonesia
lunlah Penduduk Indonesia dewasa ini adalah 200 juta lebih, 85 %
diantaranya beragana Islam. Sccara Kuaotitatif, mayontas penduduk
Indonesia beragama isiam, dan tentunya setiap kébijaksanaan harus
melibatkan para pengambil Keputusanmustim, baik di pusatmaupun di

dactah,

P T

* Roberta M. Unger, Gerakan Stwdi Hukum Kritis, ELSAR, 1999, fng. XX
% Disarikan dari artikel Prof Dr. Umar Shihab, Srraregs Pehosguesar Hikon Sasiod
Fixi Syari at fsiam, Pelita, 10 Oktaber 2000.
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Dengan kenyataan itu, sangat riskan rasanya jika suatu produk peraturan
perundang—undangari bertentangan dengan kaidah-kaidah gyari‘at Isiam,
sebab seperti yang telah dijelaskan pada bagian lalu bahwa suate produk
hukum yang tidak sesuai dengan aspivasi dan jiwa masyarakal | lidak
akan mungkin berlaku efektif dan hanya menimbulkan kepatuhan scmu

5aj4.

3. Potensi Lembaga-lembaga Keislaman

Suaty hal yang memberi arti positifdalam upaya pembudayaan syari’at
islam adaiah banyaknya lembaga-icmbaga keagamaan yang dimiliki oleh
umat Jslam , baik yang formal maupun nen formal. Lembaga-lembaga
tersebut meskipun jenis, bentuk an tugasnya berbeda, namun semuanya
dapat digunakan sebagai wadah perjuangan dalam pembudayaan syari’at
islam menuju kemantapan hukum nasional. Adapun lembaga-lembaga
keislaman yang dimaksud antara Jain © 1). Lembaga Peradilan Agama; 2),
lembaga Majelis 1lama Indonesia (MUL); 3). Lembaga Majelis Dakwah
Indonesia {MD1); 4). Lembaga Pendidikan Agama; 5)Lembaga sosial
keazamaan dan scbagainya.

Lembaga-lembaga keislaman itu, disanping digunakan sebagal sarana
pengembangan kaidah-kaidah iélam bagi masyarakat, juga digunakan
sehapar wadah atau alat pengawasan sejauhtnana syari'at lslam iu

herlungsi dan digunakan sebapaimana mestinya.

4. Kaidah-kaidah Islam yang Universal

Dalarmn kaitannya sebagai pedoman yang mengaiur aktifitas hidup

manusia dimuka bumi ini, syari*at lslam tentunya memiliki sistem tata

hukum yang modemn berupa pembagian hukum-hukumnya ke dalem

lapangan-iapangan hukum tertentu, Pembapian yang dimaksud adalah :

a. Al-ganun ai-khash (bukum privat) yang meliputi © (1) Muammalah
(hukum perdata), (2) Al-tijarah (hukum dagang), (3) al-murafa’ah
(hukum acara), (4) al-dauliy al-khash (hukum privat Interpasional)
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b. Al-ganun al-dam (hukum publik}, yang meliputi : {1} ] inayah {hukum
pidana), (2) aal siyasah al sya'tiiyyah (hukum tata negara), (3) al idari
{hukum admirstrasi negara), (4) al-mal (hukum keuvangan), (5) al-
figh ai-duwali (hukum internasional). '

Dari sekian lapangan hukum yang dikenal dalam svari'at Isfam, baru’

hukum privat khususnya hukum kekeluargasn vang  menyangkut

perkawinan, kewansan, hibah, dan wasiat vang diakui sebupai hiukum
positif dalam sistem hukum nasional,

Namun dalam Islam tetap dimungkinkan mengembangkan konsep hukum

publik alternatif yang dapat mengatasi kesulitan luar biasa. Konsep

hukum publik alternatif ini bisa disebut “syari'ah modern”. Artinya, ia
sama-sama dijabarkan dari sumber-sumber asasi islam®,

Salah satu kendala yang masih menyelimuti hukum pidana positit ialab

perdebatan sengit tentany  masa depan sistem perundang-undangan di

Indonesia yang mengikati dua model, Disatu pihak unsur-unsur

penduduk yang sekulermendesak dilanjutkat penerapan prinsip-prinsip

baraé. Umat Islam, Tradisionalis dan fundamentalis, dilain pihak,
menuntut diterapkannye hukum pidana syari’ah dengan segera dan
menyehuruh’, |
3 VISESYARPIAT ISLAM DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKLIM
Terjadinya perbedaan persepsi {misunderstanding) yang tarik menatik
antara unsur-unsur pendudek non Islam dengan penduduk islam diatus —
realitas penduduk Indonesis yang Plural — menjadikan sulitnya legislasi
pidana . Dlch karena iu penting bahwa masing-masing pihak diberikan
kebebhasan herkumpulsepenuh-penubnya  untuk besaing' mendapatkan
perseiujuan publik atas posisinya, sebelum memperkenalkan perubahan
drastis dalam legislasi pidana®. Jadi, alangkah baiknya hal itu ditinjau dari
sisi obyektifitas hukum, terutama filsafat hukum untuk mempertimbangkan

% Abdullah Ahmed An Na’it, Detovistrrksi Syari ab, weeana Hak Asasi Manmsia dan
hubwngan Iivrnasional dafanr Idan, LKIS, 1994, him. 4
? thid, hlm 255 :

7

, {UPT-PUSTAK-UNDIP]




soal-soal fain yang lebih valid. Sehinpga dapat dikorelasikan dengan fungsi

hukum tersebut dalam masyarakat.

Permasalahan  yang menyangkut berfungsinya  hukum  dalam
masyarakat tidak terlepas dari kenyataan apakah hukum tersebut benar-
benar berlaku atau tidak. Teori-teori hukum menciptakan juga haltentang
berlakunya hukum scbagai kaidah” ; _

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan
atas kaidah vang lebih tinggl kaitannya (Hans Kelsen), atau menurut
cara yang. telah ditetapkan (W, Zevenbergen), atau apabila menunjukkan
hubungan keharusan antara suaty kondisi dan akibamya (J :H.A
Logemann),

2. Kaidah hukum ber'aku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif,
artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak
diierima olch warga masyarakal (teon kekuasaan), atau kaidah tadi
beriaku karena diterima atau diaku oleh masyarakat (teori pengakuan).

3. Kaidah hukum tevsebut berlaku secara filisofis, artinya sesual dengan
cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tettinggi.

Nmu f1eoriy hukum yang bercirikan Indonesia adalah ilmu (teori)
hukum yang memiliki jiwa, nilai-nilai, perasaan dan pandangan hukum
bangsa Indonesia". Korelasi fungsional antara ketiga komponen di atas priu
ditata dan ditingkatkan sccara stimulan, searah dan seimbang'' sesuai
dengan realiias dan cita-cita bangsa Indonesia.

Diantara ketipa kXomponen diatasyang paling memiliki andil paling
besar adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum sehenarnya

mengandung dua sisi  sisi yang salu adalah suatu hategorn dan keadaan

* thid.
* Soerjeno Soskanto, den Mustofa Abdullah, Sosiolagifukim Dalam Measgpatckat,
Rajawali, Jakarta, 1992, him 13 .
W Dr, Lily Rosyidi, 5H, LLM, dan B. Arief Soeharto, SH. Ed. flsafot Hiskeem : Mevdzfudy
ddaw Refleksimmn, Remaja Rosda kmya Bandung, cet, 1, 1994, him. 112
" prof. Or, Umar Syibab, op. Cit,
B .
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batin individual dan sisi yang lain ia merupakan penentu'an bersama dari
suatu Jingkungan tertentu'~.

Dengan mempertimbangkan beberapa potensi yang dimiliki syari'at
Islam sebagaimana tersebut diatas,maka tidak ada sakahnya menpangkatnya
dalam ranpka perﬁbaﬂgnnan dan pembinaan hukum nasional, untuk
mereformasi sistem  hukum selama im dan yang terpenﬁng menuju
terciptanya masyarakat Indonesia yang adil , makmus, sejahtera lahir dan
batin.

Dari seyi teori, reformasi hukum akan kurang berhasil apabila tidak
berlengsung di dalam  suasana  sinergis. Artinya reformasi  hukum
membutuhkan dukungan dari lingungan yang kondusif, Bidang-bidang

didalam masyarakat terhubung dan tersusun secara struktural-sistemik’™.

C. KESIMPULAN

Suaty masyarakat yang baik adalah masyarakal yang mempunyai
hukum bagus. Attinya pergaulan dalam masyarakat ditur sedetnikian Tupa
oleh hukum untok menciptakan kejertiban dan keadilan dalam masyarakat,
vaity hukum vang memiliki steuktu, kultuf dan visi serfa misi yang tidak
bertentangan dengan masyarakat. Dalam konteks seperti ity, idealita hukum
bangsa indonesica adalah hukumn yang sesuai dengan nilai-nilai, jiwa dan
pandangan hukwm bangsa Indonesia vang bersumber pada Pancasila dan
UUD 1945 sehingga secara inconcreto supremasi hukum dapat dukung
eksistensinya oleh aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakal.
Kaitannya denagn ite, beberapa potensi syar'al lslam sebagaimana diulas

diatas dapat ditransformasikan dalam tata hukom nasional yang lebih mantap,

" Jhon Z. Loudoe, SH, Mensimken Hukine Meleafui Teafsie doit Feokier, Biog Abksara,
1985, Wim. 162 -
¥ prof. Dr. Satjipte Rahardjo, SH, np. {ir, him. 208
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